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Abstract: The objectives of the study are: to compare the model of fisheries management with
conventional versus new paradigm; to explore the prospect of new fisheries management
model; to formulate the initial strategy of fisheries management model using EBFM. The
ecosystem of Karimunjawa is selected as the pilot project of this research. The competent 25
keypersons were selected using purposive quoted sampling for interview. Descriptive
statistics, meta-analysis and AHP were employed to analize the data. The results showed that
the conventional fisheries management models were rather ineffective to answer the current
situation of fisheries resource. We need facing out to find a suitable approach of fisheries
management model. One of the proposed new paradigm is EBFM. This model indicates has a
good prospect to manage the fisheries resource in the study area. This study suggests that
EBFM model should be under-tried out. If it is acceptable, then the model can be implemented
for other region.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan; pertama, membandingkan model pengelolaan sumber daya
perikanan dengan versi konvensional dan yang berparadigma baru; kedua, mengeksplorasi
tingkat keberhasilan model pengelolaan sumberdaya perikanan dengan paradigma baru; dan
ketign menyusun strategi pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistemn (EBFM).
Ekosistem Karimunjawa yang merupakan wilayah kepulauan yang dapat diambil menjadi
pilot project. Tokoh kunci sebanyak 25 orang yang diambil secara purposive quoted sampling.
Deskriptif statistik dipakai untuk menganalisis data penelitian dan juga dilengkapi dengan
metode Meta-Analysis dan Analysis Hierarchy Proccess. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa model pengelolaan secara konvensional masih belum berhasil dalam mengelola sumber-
daya. Sedangkan, pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem memberikan indikasi
yang prospektif. Untuk itu disarankan perlu diuji-coba implementasinya. Bila model EBFM
yang diusulkan ini telah lolos uji maka kerangka implementasi EBFM ini diharapkan dapat
diadopsi oleh daerah lain di Indonesia untuk mengelola sumber daya perikanannya.

Kata kunci: perikanan, pengelolaan, berbasis-ekosistem, kelembagaan, Karimunjawa,
Indonesia

PENDAHULUAN

Fenomena tragedy of the common sering melekat
pada pemanfaatan sumberdaya perikanan seba-
gai sumberdaya milik umum (common property
resource) yang mempunyai sifat open access, yai-

*  Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian payung

skim Hibah Kompetensi TA.2012. DP2M-Ditjen DIKTI.

tu: terbuka bagi umum untuk memanfaatkanya.
Karakteristik ini sering menimbulkan dampak
negatif pada kelestarian sumberdaya perikan-
an.

Secara umum, model-model pengelolaan
perikanan konvensional yang dikembangkan
selama ini didasarkan atas positivistic science
yang berasumsi bahwa ekosistem alam ini
dapat diprediksi dan dikontrol. Dalam kenyata-



annya, asumsi ini sangat sulit untuk dipenubhi.
Hal ini dikarenakan kemampuan manusia
untuk memprediksi perilaku ekosistem alam
terbatas, sehingga gagal dalam mengadopsi
perilaku ekosistem dalam modelnya. Alasan
lainnya adalah model-model pengelolaan
perikanan konvensional sebagian besar dikem-
bangkan untuk spesies tunggal pada perikanan
industri di belahan bumi utara bagian barat,
sehingga tidak cocok diterapkan pada perikan-
an daerah tropis yang berskala kecil dan
bersifat multigear-multispecies. Perbedaan skala,
sistem penangkapan ikan dan ekosistem
perairan, menyebabkan model-model konven-
sional tidak mampu untuk menerangkan kom-
pleksitas perikanan daerah tropis.

Sebagai suatu ekosistem, wilayah pesisir
dan laut tidak hanya menyediakan sumberdaya
perikanan, tetapi terdapat pula sumberdaya
alam hayati lainnya seperti mangrove, terumbu
karang dan rumput laut; dan sumberdaya alam
nir-hayati, di antaranya sumberdaya mineral,
minyak bumi dan gas alam. Dengan demikian,
pembahasan tentang pengelolaan sumberdaya
perikanan tidak terlepas dari wilayah pesisir
dan laut serta ekosistem terkait yang ada di
dalamnya, sehingga analisis ekosistem menjadi
elemen yang penting dalam pengelolaan
sumberdaya perikanan (Trites et al. 1999, Bundy
dan Pauly 2001, Gasalla dan Rossi-Wongt-
schowski 2004, Coll et al. 2007). Pendekatan
ekosistem ini merupakan salah satu bentuk
pengelolaan sumberdaya yang mempertim-
bangkan perilaku, karakteristik atau sifat dari
alam yang selama ini harus dinomor-duakan
setelah kepentingan manusianya dikedepan-
kan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan
facing-out kepada model pengelolaan sumber-
daya perikanan berbasis ekosistem, yang
dikenal sebagai: Ecosystem based Fisheries
Management (EBFM). Dalam EBFM, pengelolaan
sumberdaya perikanan mencakup keseluruhan
ekosistem termasuk aspek stakeholders dan
dampak yang terjadi pada setiap sektor yang
terkait pada perikanan.

Peran sumberdaya perikanan tidak diragu-
kan lagi sumbangannya bagi bangsa dan negara
Indonesia. Selain sebagai sumber penghidupan
masyarakat untuk lapangan kerja maka juga
menjadi sumber nutrisi hewani dan penghasil

devisa negara. Namun, pada kenyataanya
potensi sumberdaya perikanan Indonesia
belum bisa dikelola dan dimanfaatkan secara
optimal dan arif. Hal ini dikarenakan pengelo-
laan sumberdaya perikanan belum memadai
sehingga masih menimbulkan banyak perma-
salahan dalam pengembangan sektor ini.
Produksi perikanan yang tinggi, tidak diim-
bangi dengan nilai ekspor yang tinggi adalah
salah satu contoh nyata bahwa perikanan
belum bisa dimanfaatkan dan dikelola secara
optimal serta arif!.

Pengelolaan perikanan di Indonesia
memerlukan restrukturisasi agar sumberdaya
yang ada bisa dimanfaatkan secara optimal dan
arif. Sistem pemerintahan desentralisasi yang
dianut Indonesia memberikan implikasi bahwa
setiap daerah memiliki kewenangan untuk
mengelola daerahnya masing-masing”. Kewe-
nangan pemerintah ini mencakup pengelolaan
kekayaan alam, baik yang berupa sumberdaya
di daratan maupun di lautan. Adapun urusan
pengelolaan dalam kelautan yang didesen-
tralisasikan meliputi eksplorasi, konservasi dan
pengelolaan kekayaan laut, tata ruang dan
administrasi serta penegakan hukum. Peneli-
tian ini diharapkan mampu merumuskan reka-
yasa model pengelolaan sumberdaya perikanan
dengan pendekatan Ecosystem-based Fisheries
Management (EBFM) di Indonesia, dengan studi
kasus di Karimunjawa sebagai representasi
wilayah pesisir utara Provinsi Jawa Tengah. Ini
dalam rangka mencari bentuk pengelolaan
sumberdaya perikanan yang cocok.

METODE PENELITIAN

Materi dan Metode. EBFM didefinisikan
sebagai upaya pengelolaan perikanan yang
mencakup pengelolaan fisik, biologi, ekonomi
dan interaksi sosial yang berada dalam satu
ekosistem, untuk mencapai beberapa tujuan
sosial Marasco et. al (2007). Dalam konteks ini,
ekosistem adalah kesatuan unit yang meliputi
keseluruhan faktor biotik (habitat, makanan,

Selama ini komoditas perikanan yang diekspor sebagian
besar berupa ikan segar atau beku dengan nilai tambah
yang kecil (DKP,2008)

2 UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
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Gambar 1. Bentuk Co-management

dan lain lain) dan faktor abiotik yang mempe-
ngaruhinya. Sehingga EBFM bertujuan melin-
dungi ekosistem terhadap perubahan kompo-
nen ekologi, sosial atau ekonomi untuk melin-
dungi spesies yang hampir punah, habitat
penting dan bycatch (Pope et al. 2000, Pikitch et
al. 2004). Sampai saat ini tidak ada metodologi
yang fixed untuk memformulasikan EBFM, hal
ini juga dibenarkan oleh Marasco et al. (2007).
Meskipun demikian, pelaksanaan EBFM mem-
punyai manfaat yang lebih besar dibanding
resiko nya (Pikitch et al. 2004).

Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berba-
sis Masyarakat (CBFM) relatif efektif untuk
mengatasi konflik, terutama pada pengelolaan
dan kontrol yang dilakukan oleh masyarakat
atas sumber produktif. Sedangkan, Pomeroy
dan Williams (1994) menjelaskan bahwa konsep
co-management adalah konsep pengelolaan yang
mampu menampung kepentingan masyarakat
maupun kepentingan pengguna lainnya. co-
management didefinisikan sebagai pembagian
tanggung jawab dan wewenang antara peme-
rintah dengan pengguna sumberdaya alam
lokal (masyarakat) dalam pengelolaan sumber-
daya alam seperti perikanan, terumbu karang,
mangrove dan lain sebagainya. Dalam co-mana-
gement, masyarakat lokal merupakan partner
penting bersama-sama dengan pemerintah dan
stakeholders lainnya dalam pengelolaan sumber-
daya alam di suatu kawasan. Jadi, dalam co-
management bentuk pengelolaan sumberdaya
alam berupa gabungan dari dua pendekatan
utama yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh
pemerintah (Goverment Centralized Management)
dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyara-
kat (Community Based Management), lihat Gam-

bar 1. Untuk Community Based Management,
hirarki yang tertinggi adalah kontrol yang ketat
dari masyarakat dan koordinasi antararea yang
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Arah dan tujuan tujuan penelitian ini dapat
dilihat peta jalan (roadmap) yang dirangkum
dalam Gambar 2.

Penentuan sampel diambil secara terkuota
(quoted purposive sampling) terhadap 25 respon-
den dari unsur: (1) Akademisi: ahli Perikanan,
ahli Biodiversity, ahli Aquaculture (5 orang); (2)
Pebisnis/Swasta: LSM dan Pengusaha yang
berada di kawasan ekosistem Karimunjawa
memanfaatkan/berhubungan langsung dengan
sektor perikanan dan kelautan seperti peng-
usaha pengelola kawasan wisata di Karimun-
jawa, UMKM pengolah ikan berskala mene-
ngah-besar, pengusaha rumput laut, dan
sebagainya (5 orang); (3) Pemerintah: UPT
Departemen Kehutanan Balai Nasional Taman
Karimunjawa, Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perikanan Kabu-
paten terkait, Bappeda Provinsi, Kabupaten
Jepara dan PNS (7 orang); (4) Komunitas:
Masyarakat setempat, Nelayan, Pengolah Ikan,
dan sebagainya (8 orang).

Data kerat lintang (cross-sectional) dikum-
pulkan melalui wawancara dengan panduan
kuesioner sebagai data primer. Data sekunder
diperoleh melalui studi pustaka dan dokumen-
tasi dari dinas/ institusi terkait, misal: Badan
Pusat Statistik, Balai Nasional Taman Karimun-
jawa, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Jepara dan Pati. Pendekatan analisis
penelitian ini adalah metode campuran antara
kualitatif dan kuantitatif (mixed-method) seperti
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yang dipakai oleh Susilowati dan Sucihati-
ningsih (2012) dengan mengaplikasikan statis-
tik deskriptif, Meta-Analysis dan AHP (Analysis
Hierarchy Proccess). Meta-Analysis adalah meto-
de dengan cara me-review laporan, jurnal dan
bahan lain yang terkait untuk menjawab suatu
permasalahan (Pomeroy et. al, 1994). Metode ini
digunakan untuk menjawab tujuan penelitian
yang pertama dan kedua, yaitu mengevaluasi
model pengelolaan perikanan secara konven-
sional wversus dengan paradigma baru dan
mengeksplorasi tingkat keberhasilan model
pengelolaan perikanan dengan paradigma
baru. Sedangkan metode AHP (Saaty, 1993)
dipakai untuk memberikan bukti kuantitatif
dari penyusunan strategi pengelolaan sumber-
daya perikanan yang berbasis pada ekosistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Tingkat Keberhasilan Beberapa
Model Manajemen Perikanan

Metode penilaian yang digunakan untuk meng-
evaluasi tingkat keberhasilan model pengelola-
an adalah metode yang diadopsi dari RAFMS
(Rapid Appraisal of Fisheries Management System),

yaitu metode yang digunakan untuk mema-
hami bagaimana peraturan mempengaruhi
perilaku dan keluaran (outcomes) dengan meng-
gunakan sumberdaya perikanan; dan Rapfish
(Rapid Appraisal for Fisheries), yaitu sebuah
teknik penilaian yang multidisipilin untuk
mengevaluasi status keberlanjutan perikanan
(Pitcher dan David Preikshot, 2001). Penilaian
ini dilakukan oleh panel ahli sumberdaya
perikanan yang terdiri dari empat panel ahli.

Evaluasi dilakukan pada tiga (3) bentuk
model pengelolaan perikanan dan telah dilak-
sanakan di Indonesia, yaitu Traditional Based
Fisheries Management, Community Based Fisheries
Management dan Co-Management. Selain itu,
dilakukan pula prediksi evaluasi apabila
diterapkan bentuk model pengelolaan berbasis
ekosistem.

(1) Hasil Analisis RAFMS. Gambaran
umum dari grafik yang didapat menggunakan
metode RAFMS dari panel ahli, dapat diketahui
bahwa prediksi menggunakan manajemen
perikanan berbasis ekosistem lebih baik diban-
ding pengelolaan model lainnya. Hal ini dapat
diketahui melalui pembuktian jawaban yang
didapat dari panel ahli sebanyak empat panel
ahli dengan jawaban “good” yang hampir ada
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Gambar 3. Hasil Evaluasi Model Pengelolaan Perikanan dengan Metode RAFMS

pada tiap atribut, sedangkan pengelolaan yang
kurang baik terdapat pada model manajemen
perikanan berbasis tradisional. Pada model ini
pengelolaan perikanan terjadi apabila sudah
ada masalah, kondisi “poor” mendominasi pada
model ini sedangkan atribut lain pada model
ini terdapatnya juga kondisi “bad”. Untuk
model pengelolaan “Community Base Fisheries
Management” kondisi “poor” pada tiap atribut
masih ada, akan tetapi hal tersebut juga diim-
bangi dengan adanya kondisi “fairly” pada
atribut “Biological, physical and technical,
Market (supply-demand), characteristics of fisher”.
Namun pada perkembangan selanjutnya
terdapat model “Co-Management” yang lebih
unggul dibanding dengan model “Community

Base Fisheries Management” keunggulan tersebut
bisa dilihat pada atribut “Fisher/community insti-
tutional and organizational arrangement, external
institutional and organizational arrangement serta
exogeneous factor” dan secara umum pada model
“Co-Management” hal ini bisa dilihat dari kon-
disi “fairly” yang mendominasi tiap atribut
pada model Co-Management.

Pada model pengelolaan perikanan berba-
sis ekosistem walaupun sebagian besar atribut
pada pengelolaan berbasis ekosistem menun-
jukkan kondisi “good” akan tetapi, masih terda-
pat kondisi yang masih menunjukkan “fairly”
dimana hal tersebut berarti sama dengan model
“Co-Management”, atribut yang diprediksi akan
tetap berada pada kondisi “fairly”, yaitu atribut
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Gambar 4. Hasil Metode RAFMS untuk Biological, Physical dan Technical Attributes, Market
Supply-Demand Atributes, Characteristics of Fisher / Community Stakeholders

“Market (supply-demand), external institution and
organizational arrangement”.

Metode penilaian model pengelolaan
dengan RAFMS terdiri dari delapan atribut, di
mana masing-masing atribut analisis terdiri
dari beberapa indikator penilaian keberhasilan.
Pada penelitian ini, penilaian pada metode ini
dilakukan dengan memberikan skala ordinal
yang terdiri dari empat tingkat yaitu bad, poor,
fairly dan good.

Berdasarkan grafik yang menunjukkan
hasil RAFMS pada ketiga panel ahli bahwa
pada atribut Biological, Phusical, dan Technical
atributes dapat diketahui bahwa model pengelo-
laan perikanan dengan EBFM lebih baik diban-
ding model pengelolaan traditional, CBFM
maupun Co-Management, dimana ada tujuh

jawaban “good” yang tidak didapati pada model
pengelolaan tradisional, CBFM maupun Co-
Management, dan empat jawaban “fairly” yang
menunjukkan bahwa model pengelolaan EBFM
adalah paling unggul hingga saat ini. Untuk
indikator kualitas air berada pada kondisi yang
sama untuk model keempat pengelolaan yang
diamati dengan nilai yang sama yaitu “fairly”.
Pada model pengelolaan traditional dan
pengelolaan berbasis masyarakat (CBFM)
menunjukkan hasil yang tidak baik dimana
pada beberapa indikatornya terdapat empat
jawaban “poor” dan tujuh jawaban “fairly”.
Pada model pengelolaan tradisional ini benar-
benar masih ditemui cara yang sangat terkesan
kuno, tidak efisien bahkan kurang memper-
hatikan alam, serta masih sangat minimnya
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penggunaan sumberdaya pada pengelolaan
perikanan.

Pada atribut biological tersebut, jawaban
panel ahli menunjukkan bahwa untuk Ekosis-
tem Karimunjawa berada pada kondisi buruk
pada pengelolaan secara tradisional. Dimana
pada indikator-indikator yang menunjukkan
habitat-habitat ekosistem dinilai “poor”, sedang-
kan diprediksikan bahwa model pengelolaan
EBFM adalah yang terbaik hingga saat ini. Pada
model pengelolaan berbasis masyarakat (CBFM)
dan Co-Management di tiap indikator pada
atribut ini menunjukkan jawaban “fairly”. Maka
dapat kita ketahui bahwa hingga saat ini, EBFM
adalah pendekatan yang paling baik.

Untuk technical attributes, pengelolaan
dengan model tradisional menunjukkan hasil
yang kurang baik dengan status “poor” di
semua indikatornya. Pada model pengelolaan
berbasis masyarakat (CBFM) dan Co-Manage-
ment, kondisi “fairly” mendominasi pada semua
indikator. Pada model ini, teknologi mesin dan
alat tangkap lebih maju dibanding pada model
pengelolaan tradisional. Selain itu, pengetahu-
an masyarakat mengenai spesies yang ditang-
kap sudah lebih baik dibandingkan pada model
pengelolaan tredisional, serta pemerintah lebih
banyak melakukan pemantauan dengan berma-
cam kebijakan mengenai perairan Indonesia
dari waktu ke waktu. Untuk model pengelolaan
berbasis ekosistem, diharapkan terjadi kondisi
yang semakin baik pada semua indikator,
kecuali pada indikator “level of explitation”.
Diharapkan kondisi minimal tetap “fairly”
(tidak turun menjadi “poor” bahkan “bad”) pada
indikator ini, dikarenakan ada kekhawatiran
akibat semakin majunya mesin dan alat tang-
kap menyebabkan bertambah rusaknya ling-
kungan apabila mesin atau alat yang digunakan
tidak ramah lingkungan.

Hasil wawancara dengan ketiga panel ahli
menunjukkan bahwa pada atribut market
(supply-demand), model pengelolaan tradisional
masih menunjukkan kinerja yang tidak baik
untuk mengelola sumberdaya perikanan,
dengan nilai “poor” yang mendominasi di
semua indikatornya. Berdasarkan grafik market
(supply -demand) attributes, dapat diketahui
bahwa jawaban para panel ahli menunjukkan
pengelolaan tradisional kurang tepat untuk

mencapai indikator-indikator pasar (penawaran
dan permintaan), kemudian untuk pengelolaan
berbasis masyarakat/CBFM dan Co-Manage-
ment menunjukkan status “fairly” yang artinya
pengelolaan CBFM maupun Co-Management
lebih baik daripada pengelolaan tradisional,
karena menyangkut kemampuan sumber daya
manusianya yang kurang kompeten dan masih
sangat biasa. Untuk pengelolaan dengan EBFM
dinilai bahwa tetap akan berada pada kondisi
“fairly” di tiap indikator pasarnya.

Pada model EBFM, walaupun dinilai
semua indikator akan menampilkan kinerja
yang baik, tapi tetap perlu memberikan perha-
tian pada indikator-indikator Biological dan
technical attributes yang diprediksi akan mem-
buruk keadaannya. Hal ini disebabkan, seka-
rang sumberdaya perikanan hampir atau bah-
kan mengalami overfishing dan daya dukung
lingkungannya pun sudah berkurang atau
dengan kata lain terdegradasi. Maka dibutuh-
kan waktu yang cukup lama untuk mengemba-
likan kondisi lingkungan seperti semula, serta
terwujudnya sumberdaya perikanan yang
memiliki kemampuan lebih dari kapasitas,
sehingga apabila sumberdaya perikanan ini
digunakan, maka stok ikan akan mampu berta-
han secara berkelanjutan (sustainable). Selain itu,
aspek-aspek seperti aspek ekonomi atau sosial
harus tetap diperhatikan dalam pengelolaannya
agar seluruh tujuan yang pada masyarakat
dapat dicapai.

Sedangkan pada atribut Characteristics of
Fisher/ Community Stakeholder terdapat beberapa
indikator yang digunakan dalam menilai keber-
hasilan setiap pengelolaan yang digunakan, an-
tara lain indikator demography, tenurial status,
economic status, culture, livelihood, attitude and
outlook of fisher, resource use, ecological knowledge
dan community. Setiap indikator tersebut memi-
liki nilai yang berbeda pada tiap sistem penge-
lolaannya. Pada sistem pengelolaan tradisional,
seluruh indikator tersebut menunjukkan nilai
“Poor”, artinya pada sistem pengelolaan tradi-
sional, kondisinya masih jauh dari yang
diharapkan. Sedangkan pada sistem pengelo-
laan CBFM, hanya tiga indikator saja yang
masih menunjukkan kondisi “Poor”, yaitu pada
indikator demography, tenurial status dan eco-
nomic status, hal ini menunjukkan bahwa pada
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sistem pengelolaan CBFM, belum memberikan
pengaruh yang baik kepada ketiga indikator
tersebut, sehingga kondisinya masih buruk,
sedangkan untuk indikator lainnya sudah
termasuk dalam keadaan “Fairly”. Kondisi yang
berbeda terdapat saat menggunakan sistem
pengelolaan Co-Management, dimana kondisi
seluruh indikator sudah menunjukkan hasil
“fairly”, artinya pada sistem pengelolaan ini,
sudah ada keadaan yang lebih baik dibanding-
kan sistem pengelolaan sebelumnya, terutama
dalam indikator demography, tenurial status dan
economics status, yang pada sistem pengelolaan
sebelumnya menunjukkan hasil “Poor” yang
kini dengan sistem pengelolaan Co-Management,
telah menunjukkan hasil “fairly”, yang mengin-
dikasikan telah terjadi perbaikan dalam hal
demografi, tenurial dan tingkat ekonomi
masyarakat sekitar daerah tersebut. Sedangkan
pada sistem pengelolaan berbasis ekosistem
atau EBFM, kondisinya telah mengalami
perubahan ke arah yang lebih baik, hal ini
ditunjukkan dengan perubahan hasil yang
didapat dari pengelolaan sebelumnya apabila
dibandingkan dengan pengelolaan EBFM,
dimana pada indikator ecology knowledge dan
community, ia menunjukkan hasil “Good”, hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan dengan
sistem EBFM telah mampu menumbuhkan rasa
peduli dan pengetahuan ekologi akan pengam-
bilan sumber daya alam dengan dapat terus
menjaga sumber daya alam yang terdapat di
daerah tersebut.

Pada atribut Fisher/Community Institutional
dan External Institutional and Organizational
Arrangements, terdapat dua indikator penilaian
yaitu individual organization dan institutional
arrangements. Kedua indikator ini digunakan
untuk menilai proses pembuatan kebijakan,
legilasi pemerintah dan hukum yang terkait
dengan pengelolaan perikanan, baik untuk
masyarakat nelayan maupun pihak eksternal
terkait.

Bagi masyarakat nelayan, indikator indivi-
dual organizations dan institutional organizations,
keduanya menunjukkan bahwa sistem pengelo-
laan yang akan menunjukkan hasil yang paling
baik apabila menerapkan sistem pengelolaan
berbasis ekosistem (EBFM) dengan hasil “Good”
pada indikator institutional arrangement, dan

hasil “Fairly” pada sistem pengelolaan Co-
Management. Sedangkan untuk sistem pengelo-
laan yang lain seperti CBFM dan Tradisional,
keduanya menunjukkan hasil “Poor”, bahkan
“Bad’ untuk indikator institutional organizations
pada sistem pengelolaan Tradisional. Hal yang
sama juga terlihat pada atribut External Institu-
tional and Organizational Arrangements, dimana
hasil yang baik akan diperoleh apabila mene-
rapkan sistem pengelolaan EBFM dan Co-Mana-
gement dengan hasil “Fairly”, jika dibandingkan
dengan sistem pengelolaan lain seperti CBFM
dan Traditional dengan hasil “Poor”.

Sementara itu, pada atribut terakhir yakni
Fisher/Community Institutional dan Organizatio-
nal Arrangements, kondisinya tidak jauh berbeda
dengan atribut sebelumnya, dimana hasil yang
paling baik ditunjukkan apabila menerapkan
sistem pengelolaan EBFM dengan hasil “Good”
pada indikator macroeconomic dan “Fairly”
pada indikator natural calamities.

(2) Hasil Analisis Raphfish. Dalam
analisis Raphfish ini terdiri dari lima analisis
multidisiplin, yaitu Ecological Analysis, Economic
Analysis,  Sociological ~Analysis, Technological
Analyis dan Ethical Analysis, dimana masing-
masing atribut analisis terdiri dari beberapa
indikator penilaian keberhasilan.

Gambar 5 merupakan hasil evaluasi ke-
seluruhan jumlah jawaban dari para ahli. Pada
model pengelolaan tradisional, kondisi ‘poor’
dan ‘fairly’ masih banyak terjadi, yaitu pada
analisis teknologi, ekonomi, dan ekologi. Hal
ini dikarenakan pada pengelolaan tradisional
tingkat pengetahuan dan teknologi masyara-
katnya sendiri masih rendah, di sini campur
tangan pemerintah dalam pengelolaan juga
masih rendah, sehingga kondisi teknologi,
ekonomi dan ekologi bisa dikatakan belum
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk sum-
berdaya perikanan. Namun kondisi untuk
analisis sosial dan etikanya cukup bagus.
Berdasarkan rata-rata keseluruhan jawaban
yang didapat dari para ahli,di dalam aspek ini
mengalami kondisi yang fairly dan poor . Hal ini
dikarenakan kepercayaan dan adat masyarakat
dan budaya yang berlaku di masyarakat setem-
pat masih sangat kuat.

Sedangkan pada pengelolaan sumberdaya
perikanan berbasis komunitas (CBFM), dalam
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Gambar 5. Hasil Evaluasi Model Pengelolaan Perikanan dengan Metode RAPFISH

kondisi yang wajar (fairly) masih mendominasi
tiap aspek. Sedangkan kondisi jelek (bad) tidak
mendominasi dalam kondisi ini. Hal ini dikare-
nakan pada model pengelolaan ini, masyarakat
sudah memiliki tingkat pengetahuan yang
cukup untuk mengelola sumberdaya perikanan,
walaupun di sini campur tangan pemerintah
masih dibilang masih rendah. Oleh karena
itu,agar terjadi keseimbangan pembagian tang-
gungjawab antarmasyarakat dan pemerintah.
Dengan ini maka ada pengelolaan Co-Manage-
ment. pada model ini masyarakat dan peme-
rintah sudah ikut berpartisipasi dalam penge-
lolaan walaupun belum sepenuhnya dan hasil
yang didapatkan belum optimal. Hasil jawaban
dari pada ahli menunjukkan bahwa masih
terdapat kondisi “bad” dan “fairly’.

Pada model pengelolaan berbasis ekosis-
tem, para ahli berpendapat dan memprediksi
jika diterapkan di Indonesia ternyata cukup
berpotensi. Kondisi ‘good” dan ‘fairly’ telah
mendominasi dalam analisis ini. Dengan
adanya kondisi ‘good” dan ‘fairly’ ini maka
menunjukkan pengelolaan model EBFM akan
dapat diterapkan di Indonesia dibanding
dengan model analisis yang lainnya.

Prospek Model Pengelolaan Perikanan
Berbasis Ekosistem (EBFM)

Di beberapa negara dunia sedang mencoba
untuk mengembangkan kerangka implementasi
untuk pengelolaan sumberdaya perikanan
berbasis ekosistem/Ecosystem Based Fisheries
Management (EBFM). Bentuk pengelolaan ini
muncul sebagai akibat bahwa kebutuhan kebu-
tuhan untuk memasukkan analisis ekosistem ke
dalam pengelolaan sumberdaya perikanan
sangat penting. Hal ini dikarenakan sumber-
daya perikanan merupakan sumberdaya yang
bersifat terbuka, sehingga siapa saja boleh
berpartisipasi dalam mengambil manfaat dari
sumberdaya ini. Selain itu, sumberdaya ini
tersedia di wilayah pesisir dan laut (Bengen,
2001). Sebagai suatu ekosistem, wilayah pesisir
dan laut tidak hanya menyediakan sumberdaya
perikanan, tetapi terdapat pula sumberdaya
alam hayati lainnya seperti mangrove, terumbu
karang dan rumput laut; dan sumberdaya alam
nir-hayati, di antaranya sumberdaya mineral,
minyak bumi dan gas alam. Dengan demikian,
pembahasan tentang pengelolaan sumberdaya
perikanan tidak terlepas dari wilayah pesisir
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dan laut serta ekosistem terkait yang ada di
dalamnya, sehingga analisis ekosistem menjadi
elemen yang penting dalam pengelolaan sum-
berdaya perikanan (Trites et al. 1999, Bundy dan
Pauly 2001, Gasalla dan Rossi-Wongtschowski
2004, Coll et al. 2007).

Secara khusus, EBFM bertujuan untuk
menilai dan mengelola dampak atau keluaran
ekologi, sosial dan ekonomi yang terkait
dengan kegiatan perikanan dalam satu ekosis-
tem yang spesifik (Fletcher, 2005). Seperti
uraian pada bab sebelumnya, telah diketahui
bahwa kebutuhan untuk memasukkan analisis
ekosistem ke dalam pengelolaan sumberdaya
perikanan diakui telah diterima secara luas
(Arkema et. al. 2006). Namun secara formal,
metodologi untuk aplikasi penerapan EBFM
memang belum dihasilkan (Marasco, 2007).

Penerapan EBFM di Filipina yang juga
merupakan negara berkembang seperti Indone-
sia menunjukkan bahwa dalam implementasi
EBFM, cara yang terbaik adalah dengan mema-
sukkannya dan melengkapinya dengan struk-
tur pemerintahan atau model pengelolaan yang
sudah ada. Hal ini dikarenakan, EBFM bukan-
lah sebuah model substitusi untuk melanjutkan
bentuk pengelolaan apa yang sudah dilakukan,
tapi suatu pendekatan yang dibutuhkan seba-
gai cara selanjutnya untuk memperbaiki ekosis-
tem.

Indonesia sebagai negara kepulauan dan
secara geografis dikelilingi oleh lautan menye-
babkan sebagian besar penduduk Indonesia
bermata pencaharian sebagai nelayan. Oleh
karena itu, subsektor perikanan merupakan
subsektor yang penting bagi Indonesia untuk
dikelola dan dijaga agar tetap lestari (berke-
lanjutan).

Berdasarkan pengalaman negara Filipina,
menunjukkan bahwa penerapan EBFM mung-
kin dilakukan di Indonesia. Namun, keberha-
silan bentuk model ini tidak bisa diharapkan
dalam jangka pendek. Dibutuhkan biaya, wak-
tu dan sumberdaya manusia untuk mengimple-
mentasikan model ini. Selain itu, penerapan
model ini harus didukung oleh politik, hukum,
kebijakan, budaya dan kesediaan masyarakat
untuk mematuhi aturan penerapan pengelolaan
sumberdaya perikanan berbasis ekosistem.

Berikut disediakan tabel identifikasi prospek
keberhasilan untuk penerapan EBFM di Indo-
nesia dengan menggunakan kunci kondisi yang
dikembangkan oleh Ostrom (1990, 1992); Pin-
kerton (1989); dan Susilowati (2006) dan 12
indikator keberhasilan EBFM dari Grieve, Chris
and Katherine Short (2007).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa
penerapan co-management dan CBFM di bebe-
rapa daerah di Indonesia belum bisa dirasakan
hasilnya secara optimal. Padahal, kondisi
sumberdaya perikanan, baik kuantitas maupun
kualitas, semakin menurun.

Munculnya paradigma baru dalam penge-
lolaan perikanan dan melihat peluang keberha-
silan pada implementasi model tersebut di
beberapa negara lain, maka Indonesia berpo-
tensi dalam mengaplikasikan model penge-
lolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosis-
tem.

Secara teoritis, identifikasi prospek model
pengelolaan sumberdaya perikanan yang telah
dilakukan (lihat Tabel 1 dalam lampiran) menun-
jukkan peluang memungkinkannya model
tersebut diterapkan. Namun, apabila secara
lapangan, berdasarkan wawancara mendalam
pada daerah studi empiris, model ini akan sulit
untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan wilayah
yang terlalu luas apabila dikelola berdasarkan
batasan ekosistem, sedangkan tingkat komuni-
kasi dan kepedulian antarstakeholders sumber-
daya perikanan masih sangat rendah. Daya
dukung fasilitas dan pendanaan adalah ham-
batan utama juga dalam menerapkan model ini.
Ada alternatif lain apabila ingin menerapkan
model ini, yaitu dengan dibentuknya sebuah
tim untuk penilaian ekosistem dalam tataran
pemerintah dengan kebijakan masing-masing
pemerintah daerah. Kemudian dalam tataran
masyarakat dibentuk sebuah komunitas pada
masing-masing daerah, lalu dipilih ketua untuk
memfasilitasi seluruh daerah tersebut. Pada
prakteknya, tim penilai ekosistem ini akan
mengkomunikasikan hasilnya kepada komuni-
tas daerahnya.

Kemudian, masing-masing komunitas
dengan kerjasama satu dengan lainnya agar
tidak terjadi konflik daerah yang akan
mensosialisasikan dan menerapkan hasil peni-
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laian tim ekosistem kepada masyarakat nela-
yan. Adapun komunitas ini terdiri dari tokoh
masyarakat, nelayan dan LSM. Sedangkan tim
penilaian ekosistem terdiri dari pemerintah,
baik pusat maupun daerah, akademisi, LSM,
serta lembaga penelitian lain.

Penjajagan Strategi Pengelolaan Sumber-

yaitu aspek ekologi, aspek sosial, aspek eko-
nomi, aspek kelembagaan dan aspek lingkung-
an maka hasil analisis secara keseluruhan dapat
dilihat pada Gambar 6. Ada tiga prioritas utama
dalam pengelolaan perikanan adalah membuat
basis data ikan tangkap dengan nilai bobot
0,218, disusul peningkatan pengetahuan penge-

lolaan perikanan dengan nilai bobot 0,158; dan
mengembangkan kebijakan rencana pengelola-
an dengan nilai bobot 0,109. Nilai inconsistensy
ratio secara keseluruhan sebesar 0,06<0,1 (batas
maksimum) yang berarti hasil analisis dapat
diterima.

Hasil analisis para responden menunjuk-
kan bahwa aspek ekologi (nilai bobot 0,372)
merupakan aspek yang paling penting untuk
diperhatikan dalam pengelolaan perikanan

daya Perikanan Berbasis Ekosistem

Strategi pengelolaan perikanan berbasis ekosis-
tem dirumuskan berdasarkan hasil diskusi
panel dan wawancara mendalam dengan key-
person (pendekatan kualitatif) dan hasil analisis
AHP (Analysis Hierarchy Process) sebagai bukti
kuantitatif telah memberikan beberapa butir
prioritas, meskipun masih kasar dan perlu
ujicoba penerapan modelnya. Berdasarkan hasil
diskusi, ada lima aspek yang diidentifikasikan,
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Gambar 6. Prioritas Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem di Karimunjawa

Keterangan:

A1l adalah membuat basis data yang menguraikan keterangan jenis-jenis ikan yang ditangkap. A2 adalah
Membuat basis data yang menguraikan keterangan jenis-jenis ikan yang dilindungi. A3 adalah Memulihkan dan
menjaga kondisi tempat hidup ikan (habitat). A4 adalah meningkatkan dan memberikan pengetahuan tentang
pengelolaan perikanan kepada masyarakat nelayan. A5 adalah membuat kebijakan pengelolaan perikanan yang
disesuaikan dengan nilai budaya masyarakat setempat. A6 adalah mengembangkan kebijakan terkait rencana
pengelolaan secara lebih jelas untuk sumberdaya perikanan. A7 adalah mengembangkan dan meningkatkan
penelitian dalam bidang perikanan. A8 adalah meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perikanan. A9
adalah meningkatkan dan menjaga komunikasi dengan stakeholders. A10 adalah meningkatkan dan menjaga
komunikasi dengan kementerian/ dinas pemerintah terkait. A11 adalah Identifikasi dampak kegiatan perikanan
yang terjadi pada direct stakeholders dari sisi ekonomi. A12 adalah identifikasi dampak kegiatan perikanan yang
terjadi pada indirect stakeholders dari sisi ekonomi. A13 adalah dapat memprediksi dan membuat perencaanan
solusi untuk mengatasi dampak perubahan iklim bagi kegiatan perikanan. A14 adalah dapat memprediksi dan
membuat perencaanan solusi untuk mengatasi dampak gejala alam lainnya (abrasi, sedimentasi, akresi) bagi
kegiatan perikanan. A15 adalah mengurangi faktor manusia (man made) yang dapat menyebabkan kerugian
bagi kegiatan perikanan dan ekosistem di dalamnya.
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berbasis ekosistem. Aspek berikutnya yang
penting adalah aspek sosial (nilai bobot 0,270),
aspek kelembagaan (nilai bobot 0,187), aspek
ekonomi (nilai bobot 0,092) dan aspek ling-
kungan eksternal (nilai bobot 0,079). Nilai
inconsistency ratio 0,05 < 0,1 (batas maksimum)
yang berarti hasil analisis tersebut dapat dite-
rima. Setiap aspek yang dipertimbangkan da-
lam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem
dapat dilihat pada Gambar 7.

EKDLOGI 372
SOSIAL 270
LEMBAGA 187
EKONDMI 092
EXTERMAL 079

Gambar 7. Prioritas Aspek Pengelolaan Perikanan
Berbasis Ekosistem di Karimunjawa

Model Kelembagaan Pengelolaan Perikanan
Berbasis Ekosistem

Penyesuaian secara kelembagaan adalah salah
satu cara agar dapat mengimplementasikan
EBFM dan mengelola perikanan dengan mem-
perhitungkan berbagai aspek terkait dalam
ekosistem, sehingga dapat menyeimbangkan
seluruh tujuan yang ada pada masyarakat.
Sistem pemerintahan Indonesia yang
desentralisasi menyebabkan setiap daerah
mempunyai wewenang dalam mengelola
sumberdaya perikanan di daerahnya masing-
masing. Padahal, sebagaimana yang telah
dijelaskan sebelumnya, sumberdaya perikanan
tidak dapat dipisahkan secara batas adminis-
tratif. Diperlukan pengelolaan secara kompre-
hensif agar sumberdaya perikanan lestari
(berkelanjutan). Embrio kelembagaan pelaksa-
naan EBFM yang diusulkan pada studi ini
adalah terinspirasi dari Maryland Sea Grant
Ecosystem-Based Fisheries Management Planning
oleh Houde (2009). Untuk itu maka perlu
dilakukan pembentukan wilayah pengelolaan
berbasis ekosistem untuk daerah penelitian.
Kemudian dari masing-masing wilayah perlu
dibentuk beberapa Tim Penilaian Ekosistem
yang akan menilai dan memantau (monitoring)
kondisi yang terjadi terkait dengan sumberdaya
perikanan. Adapun tim tersebut adalah Tim
Keberlanjutan Habitat, Tim Stock Assessment,
Tim Sosial-Ekonomi dan Tim Ketahanan

Pangan. Untuk mengkoordinasikan tugas dan
memantau kinerja dari tiap tim, maka dibutuh-
kan daerah protokol yang bertanggung jawab.
Daerah yang menjadi protokol ini ditunjuk
berdasarkan kesepakatan bersama.

Untuk mendukung kinerja dari tiap tim
maka dibutuhkan kerjasama dari berbagai
lembaga yang sudah ada/dibentuk seperti
Dewan Maritim Indonesia, LIPI, Panitia Koor-
dinasi Wilayah Nasional dan Dasar Laut,
Bappenas, Kementerian/Dinas lain terkait
dengan pengelolaan sumberdaya perikanan,
akademisi, LSM atau lembaga penelitian lain,
agar kebijakan yang diambil nantinya berda-
sarkan analisis ilmiah dan teknis yang akurat,
karena dilakukan oleh pihak-pihak yang ahli
dan terkait di dalamnya. Sedangkan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kemen-
terian Kelautan dan Perikanan, tetap berperan
sebagaimana yang telah ditetapkan sebelum-
nya. Kemudian tim penilai ekosistem ini akan
mengkomunikasikan hasilnya kepada komuni-
tas daerahnya. Lalu komunitas tersebut yang
akan mensosialisasikan dan menerapkan hasil
penilaian tim ekosistem kepada masyarakat
nelayan.

Tim Penilaian Ekosistem ini perlu dibentuk
mengingat kinerja evaluasi dan monitoring/
pengawasan masih rendah. Tim ini adalah
lembaga independen yang terdiri dari perwa-
kilan masing-masing stakeholders. Tim ini
merupakan media antara pusat dan daerah,
daerah dan masyarakat, sehingga akan berdo-
misili di daerah yang menjadi protokol penge-
lolaan wilayah berbasis ekosistem.

Usulan rencana pengelolaan sumberdaya
perikanan disusun berdasarkan kebijakan yang
telah dibuat oleh pemerintah baik pusat mau-
pun daerah, yaitu mengacu pada kebijakan UU
RI No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,
UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
Perda Provinsi Jawa Tengah No.9 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini
juga sudah diverifikasi dengan wawancara
mendalam dengan salah satu Kepala Bidang
Dinas Provinsi Jawa Tengah.

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan
sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
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Gambar 8. Maryland Sea Grant Ecosystem-Based Fisheries Management Planning

harus dilakukan pembagian dan tanggung
jawab antarpemerintah dan masyarakat. Ber-
ikut adalah bagan usulan rencana kelembagaan
pengelolaan perikanan berbasis ekosistem yang
disesuaikan dengan kebijakan dan kelemba-
gaan yang ada.

Berdasarkan Gambar 8, maka diusulkan
perlunya pembentukan wilayah pengelolaan
berbasis ekosistem. Kemudian dari masing-
masing wilayah ini dibentuk beberapa Tim
Penilaian Ekosistem yang akan menilai dan
memantau (monitoring) kondisi yang terjadi
terkait dengan sumberdaya perikanan. Adapun
tim tersebut adalah Tim Keberlanjutan Habitat,
Tim Stock Assessment, Tim Sosial-Ekonomi dan
Tim Ketahanan Pangan. Untuk mengkoordina-
sikan tugas dan memantau kinerja dari tiap tim,
maka dibutuhkan daerah protokol yang ber-
tanggung jawab. Daerah yang menjadi protokol
ini ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama.

Untuk mendukung kinerja dari tiap tim
maka dibutuhkan kerjasama dari berbagai lem-
baga yang sudah ada/dibentuk seperti Dewan
Maritim Indonesia, LIPI, Panitia Koordinasi
Wilayah Nasonal & Dasar Laut, Bappenas,
Kementerian/Dinas lain terkait dengan penge-

lolaan sumberdaya perikanan, akademisi, LSM
atau lembaga penelitian lain, agar kebijakan
yang diambil nantinya berdasarkan analisis
ilmiah dan teknis yang akurat, karena dilaku-
kan oleh pihak-pihak yang ahli dan terkait di
dalamnya. Sedangkan Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi dan Kemeterian Kelautan
dan Perikanan, tetap berperan sebagaimana
yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian
tim penilai ekosistem ini akan mengkomuni-
kasikan hasilnya kepada komunitas daerahnya.
Lalu komunitas tersebut yang akan mensosiali-
sasikan dan menerapkan hasil penilaian tim
ekosistem kepada masyarakat nelayan.

Tim Penilaian Ekosistem ini perlu dibentuk
mengingat kinerja evaluasi dan monitoring/
pengawasan masih rendah. Tim ini adalah
lembaga independen yang terdiri dari perwa-
kilan masing-masing stakeholders. Tim ini meru-
pakan media antara pusat dan daerah, daerah
dan masyarakat, sehingga akan berdomisili di
daerah yang menjadi protokol pengelolaan
wilayah berbasis ekosistem.

Usulan rencana pengelolaan sumberdaya
perikanan disusun berdasarkan kebijakan yang
telah dibuat oleh pemerintah baik pusat mau-

28 Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 14, Nomor 1, Juni 2013: 16-37



Presiden

Menteri Dalam Menteri Bappenas Kementerian
Negeri Dalam Kelautan dan
Neneri Perikanan
Tk. Nasional E
e
1
Tk. Provinsi Provinsi '
(Gubernur) '
1
1
1
| |
Bappeda DKP
(Provinsi) Provinsi
Tk. Kab/ Kota | |
Kab/Kota Bappeda DKP
Kab/Kota Kab/Kota
F--=--~========="==- 1
Kecamatan ! Wilayah Pengelolaan !
| Berbasis Ekosistem |
Desa/ Desa/ Desa/ = Kol
Kelurahan Kelurahan Kelurahan eI

Sumber: Houde, 2009 dengan modifkasi oleh Susilowati (2012)

Gambar 9. Usulan Kelembagaan Rencana Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem

pun daerah, yaitu mengacu pada kebijakan UU
RI No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,
UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini
juga sudah diverifikasi dengan wawancara
mendalam dengan salah satu kepala bidang
Dinas Provinsi Jawa Tengah .

Upaya untuk mewujudkan pengelolaan
sumberdaya perikanan yang berkelanjutan
harus dilakukan pembagian dan tanggung
jawab  antarpemerintah dan masyarakat.
Gambar 9 yang menyajikan bagan usulan
rencana kelembagaan pengelolaan perikanan
berbasis ekosistem yang disesuaikan dengan
kebijakan dan kelembagaan yang sudah ada.

SIMPULAN

(1) Model pengelolaan secara konvensional
masih belum berhasil dalam mengelola
sumberdaya. (2) Pengelolaan sumberdaya per-
ikanan berbasis ekosistem sebagai paradigma
baru diduga merupakan solusi bagi penge-
lolaan sumberdaya perikanan. Walaupun
mungkin akan sulit dan dibutuhkan waktu
yang lama untuk melihat keberhasilan model
ini apabila diterapkan di Indonesia, bukan
berari suatu usaha yang mustahil. Untuk mene-
rapkan model ini bisa disesuaikan dengan
kondisi dan seluruh karakteristik terkait
dengan sumberdaya perikanan. (3) Untuk
menyusun strategi pengelolaan sumberdaya
perikanan berbasis ekosistem dilakukan dengan
mempertimbangkan beberapa aspek yaitu
aspek ekologi, aspek ekonomi, aspek sosial,
aspek kelembagaan, dan aspek lingkungan. (4)
strategi pengelolaan sumberdaya perikanan
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dilakukan dengan prioritas: (a) melakukan
pemulihan dan menjaga kondisi tempat hidup
(habitat) ikan; (b) membuat kebijakan pengelo-
laan perikanan yang disesuaikan dengan nilai
budaya masyarakat; dan (c) membuat basis
data tentang keterangan jenis-jenis ikan yang
ditangkap. (5) Secara kelembagaan, pengelolaan
perikanan berbasis ekosistem dapat diterapkan
di Provinsi Jawa Tengah khususnya. Usulan
rencana pengelolaan sumberdaya perikanan
dalam bab pembahasan dapat dimplementasi-
kan dengan mengacu pada kebijakan UU RI
No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah,
UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
Perda Provinsi Jawa Tengah No.9 Tahun 2009
tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil di Provinsi Jawa Tengah. (6)
Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis
ekosistem (EBFM) memberikan indikasi yang
prospektif. Untuk itu disarankan perlu diuji-
coba implementasinya. Bila model EBFM yang
diusulkan ini telah lolos uji maka kerangka
implementasi EBFM. Sehingga diharapkan
dapat diadopsi oleh daerah lain di Indonesia
untuk mengelola sumber daya perikanannya.
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LAMPIRAN
Tabel 1. Identifikasi Prospek Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem (EBFM) di Indonesia

No Indikator Kondisi Terkini Kemungkinan Batasan Solusi yang
EBFM Ditawarkan
1 Batas-batas wilayah secara

fisik harus jelas.*

v' Batasan fisik dari Sudah teridentifikasi ~ Untuk sementara Daerah yang At
sumberdaya perikanan berdasarkan batasan  belum bisa. akan dikelola
yang dikelola harus jelas administratif . sangat luas,
sehingga masyarakat dibutuhkan
dapat mempunyai biaya dan
pengetahuan yang akurat sumberdaya
tentang batasan yang besar.
pengelolaan.

v' Batasan harus
berdasarkan ekosistem
sehingga dapat dengan Belum Mungkin Sangat sulit Mencoba untpk
mudah dipahami oleh teridentifikasi. untuk me!akukan pilot-
nelayan. Namun, sudah ada membuat P 1?0] ect dan menye-

wacana serupa observasi dlaka? E.ehn;)a}_llz:man

v Batasan yang disepakati untuk pengelolaan batasan yang lebih batk.
harus bisa mencakup berd.a§arkan berd.asarkan
akses terhadap teknologi, ~ Kemiripan ekosistem.
transportasi dan ekos1ster'n, contoh Biayanya mahal Menyediakan
teknologi. KKLD di Batang. untuk sementara Biaya dan teknologi secara

Tidak waktu. sumberdaya berangsur-angsur,
Teridentifikasi. manusia. fokus terhadap
kemampuan
pemerintah daerah.
2 Karakteristik sumberdaya

didefinisikan secara jelas.#

v" Mendefinisikan Sedikit Mungkin Biaya dan Kerjasama antara
karekteristik ekosistem teridentifikasi, dari sumberdaya pemerintah dan aka-
yang sumberdayanya penelitian-penelitian manusia. demisi untuk mem-
akan dikelola. yang sudah ada. buat penelitian ten-

tang karekteristik
ekosistem.

v Menentukan faktor-faktor ~ Sudah teridentifikasi Mungkin =~ = -————ememmeeeeee- Sosialisasi informasi
yang mempengaruhi tapi hanya untuk ini terhadap seluruh
perubahan terhadap kalangan tertentu. stakeholders.
ekosistem.

v Melakukan penilaian Tidak Mungkin tapi Biaya dan Ker]asz.ima antara
resiko terhadap ekologi. terdidentifikasi. membutuhkan sumberdaya pemerm'ta'h dan

biaya yang mahal ~ manusia. akademisi untuk
yayang o
untuk sementara membuat penelitian
waktu. tentang penilaian
resiko.

v Mendefinisikan tujuan Belum Mungkin tapi Biaya, Melakukan (Focus
dan target untuk masing-  teridentifikasi. membutuhkan sumberdaya Group Discussion)
masing komponen dalam biaya dan waktu. manusia dan FGD.
ekosistem. komunikasi

antar stake-
holders.
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3 Keanggotaan didefinisikan
secara jelas.*

v Masyarakat dengan hak
untuk mengambil /
memanfaatkan
sumberdaya perikanan
dalam daerah penangkap-
an (fishing bounded) dan
berpartisipasi dalam
daerah pengelolaan harus
didefinisikan secara jelas.

v" Jumlah masyarakat
seharusnya tidak terlalu
besar agar komunikasi
dan pembuatan
keputusan lebih efektif.

4 Kohesi kelompok.*

v Masyarakat secara
permanen tinggal di
sekitar daerah yang akan
dikelola.

v Tingkat homogenitas
(untuk kesamaan minat,
etnik, agama, ideologi,
adat, tradisi, kepercayaan)
masyarakat adalah tinggi.

v Ideologi lokal, adat dan
kepercayaan membuat
kesediaan untuk
berhubungan dengan
masalah masalah.

v" Ada kesamaan
pengertian/ pemahaman
masyarakat atas masalah,
strategi penyelesaian dan
harapan yang diinginkan.

5 Organisasi yang ada.

v Masyarakat sudah paham
tentang keberadaan
organisasi yang terkait
dalam pengelolaan
sumberdaya perikanan.

v Masyarakat sudah
mempunyai pengalaman
sebelumnya dengan
pengelolaan perikanan
berbasis masyarakat dan
pengelolaan kemitraan
(co-management ).

v Identifikasi stakeholders
yang terkait dengan
sumberdaya perikanan.

v" Identifikasi seluruh
pengguna sumberdaya
beserta kepentingan
mereka masing-masing.

Tidak teridentifikasi.

Tidak teridentifikasi.

Sudah
teridentifikasi.

lya.

Sudah
teridentifikasi.

Iya.

Sudah
teridentifikasi.

Sedikit
teridentifikasi, baru
diimplementasikan
dibeberapa daerah
di Indonesia.

Tidak teridentifikasi.

Tidak teridentifikasi.

Mungkin untuk
diimplementasika
n dengan
komitmen yang
kuat.

Mungkin

Sangat mungkin.

Sangat mungkin.

Sangat mungkin.

Sangat mungkin.

Mungkin tapi
butuh sosialisasi
untuk
mengimplementas
ikannya dan
tergantung
dengan daerah
yang
bersangkutan,
daerah yang
sudah ada bentuk
pengelolaan
mempunyai
kemungkinan
yang lebih tinggi
dibanding daerah
yang tidak
mempunyai
bentuk
pengelolaan

Privatisasi
common
property tidak
mudah.

Kekurangan
sumberdaya
manusia dan

fasilitas untuk
mengkoordina

si dan
melakukan
pengawasan.

Tidak ada
batasan.

Tidak ada
batasan.

Tidak ada
batasan.

Tidak ada
batasan.

Tidak semua
daerah
mempunyai
bentuk
pengelolaan.

Menyediakan
dukungan legal
terhada
pengembangan
institusi.

Mencoba untuk mela-
kukan pilot-project.

Daerah yang tidak
mempunyai bentuk
pengelolaan, maka
model yang akan
diimplementasikan
harus sesuai dengan
kedekatan karak-
teristik mereka.
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6 Fisibilitas ekonomi.*
Masyarakat mempunyai
harapan bahwa manfaat dari
penerapan pengelolaan
sumberdaya perikanan
berbasis ekosistem dalam
mengelola/ memberdayakan
sumberdaya yang ada adalah
lebih besar dari pengorbanan
(biaya investasi) yang harus
dikeluarkan.

7 Partisipasi masyarakat/ pihak

yang berkompeten.*

v" Seluruh masyarakat dan
pihak yang berkompeten
(pemerintah, swasta,
akademisi, LSM)
mempunyai tingkat
partisipasi yang tinggi
dalam pengelolaan sum-
berdaya perikanan
sehingga sebagian besar
atau bahkan seluruh
masyarakat/ pihak

berkompeten mempunyai

akses untuk mempenga-
ruhi pembuatan dan
perubahan keputusan
pengelolaan.

8 Aturan pengelolaan

dijalankan secara efektif.*

v Aturan-aturan yang
digunakan dalam
pendekatan berbasis
ekosistem adalah
sederhana, sehingga
mudah dipahami oleh
masyarakat.

v' Sistem pengawasan dan
pelaksanaan dengan
pendekatan ini lebih

melekat, lebih efektif serta

dengan biaya yang lebih

murah dibanding dengan

sistem pengawasan
formal.

Sudah Mungkin.
teridentifikasi.

Tidak teridentifikasi ~Mungkin.
semua.

Belum Secara teori
teridentifikasi. mungkin.

Tergantung
kesiapsiagaan
masyarakat
untuk
mengim-
plementasikan
model.

Kebijakan atau
peraturan ten-
tang
pengelolaan
masih belum
jelas,
pendidikan
masyarakat
nelayan yang
masih relatif
rendah
menyebabkan
kurangnya
insiatif untuk
berpartisipasi.

Kesediaan
masyarakat.

Memberikan
penyuluhan kepada
masyarakat.

Memberikan penyu-
luhan dan motivasi
untuk berpartisipasi.

Melakukan sosialisasi
tentang aturan
pengelolaan.
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9

10

11

Legalitas untuk
berorganisasi.*

v' Organisasi atau kelompok  Sejauh ini belum ada  Tergantung kepu-  Kepentingan Menyediakan
mempunyai hak yang hak yang legal. tusan pemerintah dan proses dukungan legal;
legal untuk bisa menge- untuk politik, legali-  politik dan hukum.
lola dan membuat mendelegasikan sasi, institusi
peraturan secara formal hak legal terhadap  dan masalah
atau mandiri atas organisasi atau sosial
sumberdaya yang ada. kelompok. ekonomi.

V' Terdapat legalitas dari Belum Mungkin, sebenar-  Kepentingan Menyediakan
pemerintah secara formal  teridentifikasi nya untuk dan proses dukungan legal;
untuk mendefinisikan semua legalisasi provinsi Jawa politik, legali- politik dan hukum.
dan mengklarifikasikan untuk pengelolaan Tengah sudah ada  sasi, institusi
tanggung jawab lokal dan  perikanan berbasis peraturan yang dan masalah

wewenang dalam mene- ekosistem. mendukung yaitu  sosial
rapkan pengelolaan Perda Provinsi ekonomi.
sumberdaya perikanan Jawa Tengah
berbasis ekosistem. Nomor 9 Tahun
2009 tentang
pengelolaan
wilayah pesisir
dan pulau-pulau
kecil di Provinsi
Jawa Tengah.
Kerjasama dan
kepemimpinan di tingkat
masyarakat.* .

V' Ada insentif dan Belum Mungkin Pendidikan Memberikan penyu-
kemauan dari masyarakat  Teridentifikasi masyarakat luhan dan motivasi
untuk berartisipasi aktif nelayan yang untuk berpartisipasi.
(dalam hal waktu, upaya, masih cende-
uang, dll) dalam rung rendah
pengelolaan sumberdaya
perikanan.

v Adaindividu/ kelompok
utama/ daerah protokol
yang mempunyai
tanggung jawab untuk
memimpin dalam proses
pengelolaan.

Desentralisasi dan

pendelegasian kewewenang.*

Pemerintah telah membuat Iya untuk Tidak mungkin Keinginan Menyediakan

kebijakan/ peraturan tentang  pemerintah daerah secara politik dan ~ politik dan dukungan hukum

desentralisasi dari fungsi tapi belum untuk hukum karena hukum. untuk kewenangan.
administrasinya dan level kelompok atau  Indonesia

pendelegasian tanggung organisasi. mempunyai

jawab pengelolaan dan atau kecenderungan

wewenang kepada kepada

pemerintah daerah dan pemusatan

organisasi lokal. pemerintahan.
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12 Koordinasi antara
pemerintah dengan
masyarakat.*

Koordinasi pengelolaan Tidak teridentifikasi ~ Mungkin dengan Kurang Meningkatkan bentuk
sumberdaya perikanan yang (bentuk pengelolaan  beberapa koordinasi. pengelolaan secara
terpadu telah terbentuk, kordinasi tersedia peningkatan dan administratifdan
Terdapat komunikasi yang tapi belum berfungsi  modifikasi. institusi; meningkat-
baik anatara kelompok lokal efektif. kan komunikasi antar
atau organisasi dan dengan stakeholders.
representatif dari kelompok

nelayan atau organisasi serta

pemerintah terhadap

pengawasan peraturan

pengelolaan lokal, pemecahan

masalah, dan memperkuat

pelaksanaan aturan lokal.

13 Design perencanaan dan

penelitian yang jelas.#

v' Membuat strategi untuk Tidak teridentifikasi. =~ Mungkin dengan Kurang Meningkatkan koor-
mecapai target meningkatkan koordinasi dinasi antarpeme-
pengelolaan. penelitian. dan alat untuk  rintah, akademisi dan

v" Membuat sistem melakukan LSM untuk melaku-
informasi yang efektif, penelitian. kan penelitian;
termasuk pengawasan. meningkatkan kerja-

v Melakukan penelitian sama penelitian
tentang informasi yang dengan luar negeri.
dibutuhkan dan prioritas.

v" Membuat kinerja
penilaian dan tinjauan
proses.

v" Mempersiapkan
pendidikan dan pelatihan
untuk seluruh stakeholders.

14 Dapat memprediksi faktor

eksternal yang

mempengaruhi pengelolaan

perikanan.#

Membuat rencana antisipasi Sudah teridentifikasi Mungkin. Biaya dan Melakukan FGD

terhadap perubahan iklim, tapi belum sumberdaya antar stakeholders;

musim dan arah angin. diimplementasikan manusia. melakukan penelitian
dengan efektif. lebih lanjut.

Kesimpulan: Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis ekosistem sebagai paradigma baru diprediksi dapat diterapkan di
Indonesia, walaupun mungkin akan membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilan model ini.

Sumber: *Ostrom (1990, 1992); Pinkerton (1989); dan Susilowati (1999) dengan modifikas seperlunya (2012).
# Grieve, Chris and Katherine Short., 2007 dengan modifikasi

Prospek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Indah Susilowati)

37



